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ABSTRAK 

PERAN BADAN PENGAWASAN PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR 

DALAM PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

BRYAN FEBRYANTO 

NPM. 18041010098 

Pemilihan umum merupakan bentuk dari sistem demokrasi suatu negara yang 

dalam penyelenggaraannya harus jujur dan adil, tanpa ada keberpihakan pada 

calon peserta pemilu. Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawasan Pemilu yang bertugas 

mengawasi jalannya pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 

menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa 

Timur dalam pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 

Pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskripsi dengan 

fokus penelitian berdasarkan teori Sururama dan Amalia (2020:44) menjelaskan 

tentang tahapan pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar pelaksanaan, 

penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan kegiatan 

dengan standar dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dianalisis dan diuji keabsahan data 

melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur memiliki pedoman berupa SKB Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil 

Negara. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga mengadakan kegiatan Deklarasi 

Netralitas ASN, TNI, dan POLRI untuk meningkatkan sikap netralitas selama 

penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, jika terdapat pelanggaran netralitas ASN, 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur hanya memiliki peran untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan terhadap temuan atau laporan pelanggaran netralitas 

ASN. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan putusan sanksi 

yaitu KASN. 

Kata Kunci: Netralitas, Pengawasan, Pemilihan Umum  
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ABSTRACT 

THE ROLE OF THE EAST JAVA PROVINCE ELECTION SUPERVISION 

BODY IN SUPERVISING THE NEUTRALITY OF STATE CIVIL STAFF 

(ASN) EMPLOYEES IN THE 2024 GENERAL ELECTION 

BRYAN FEBRYANTO 

NPM. 18041010098 

General elections are a form of a country's democratic system, which in their 

implementation must be honest and fair, without any bias towards potential 

election participants. One of the agencies responsible for organizing elections is 

the Election Supervisory Agency which is tasked with supervising the running of 

elections. This research aims to determine, analyze and describe the role of the 

East Java Province Election Supervisory Agency in monitoring the neutrality of 

State Civil Apparatus (ASN) employees in the 2024 Election. This research 

method uses qualitative description with a research focus based on the theory of 

Sururama and Amalia (2020:44) explains regarding the supervision stages which 

consist of establishing implementation standards, determining measurement of 

activity implementation, comparing activity implementation with standards and 

analysis carried out by observation, interviews and documentation, then the data 

is analyzed and the validity of the data is tested through credibility, 

transferability, dependability and confirmability. The results of this research show 

that in monitoring the neutrality of ASN, Bawaslu of East Java Province has 

guidelines in the form of SKB Number 2 of 2022 concerning Guidelines for the 

Development and Supervision of Neutrality of State Civil Service Employees. 

Bawaslu of East Java Province also held a Neutrality Declaration activity for 

ASN, TNI and POLRI to increase the attitude of neutrality during the 2024 

Election. However, if there is a violation of ASN's neutrality, Bawaslu of East 

Java Province only has the role of monitoring and taking action against findings 

or reports of neutrality violations. ASN. Meanwhile, the person responsible for 

providing sanctions decisions is KASN.  

Keywords: Neutrality, Supervision, General Elections 
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